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PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG 

                                         NOMOR  84 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  

NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN PELAKSANA  

 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG 

        

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BANDUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa Pembentukan Jabatan Pelaksana di Lingkungan 

Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan 

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2019, 

namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan 

Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung 

Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, terdapat 

beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga 

Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota 

Bandung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan 

Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota 

Bandung; 

 

 

 

Mengingat ... 
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Mengingat :  1. Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 1950 tentang  

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam  

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota 

Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

 

5. Undang-Undang … 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/1950uu016.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/1954uu013.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/1954uu013.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu005.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu023.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2015uu009.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2015uu009.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu030.pdf
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5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

 

10. Peraturan … 

https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/2020uu011.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2016pp018.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2019pp072.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2019pp072.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2017pp011.pdf
http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/uploads/Permendagri/Permendagri%20No.12%20TH%202017598b3e71ec378bd83e0a727608b5db01.pdf
https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2018/bn1273-2018.pdf
https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2018/bn1273-2018.pdf
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10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

26); 

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 

2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung 

(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 19 TAHUN 

2019 TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN PELAKSANA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG. 

             

           Pasal I 

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Wali Kota Bandung 

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan Jabatan 

Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita 

Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 19), diubah 

sebagai berikut: 

 

Pasal … 

https://jdih.bandung.go.id/
https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2020/bn26-2020.pdf
https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2020/bn26-2020.pdf
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/3412/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/22702/detail
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Pasal 3 

Nomenklatur, Kualifikasi Pendidikan dan Tugas Jabatan 

Pelaksana tercantum dalam Lampiran A yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung. 

 

Ditetapkan di Bandung 

pada tanggal 26 Agustus 2021 

WALI KOTA BANDUNG, 

                                                                  TTD. 

                                                                    ODED MOHAMAD DANIAL 

 

Diundangkan di Bandung 
pada tanggal 26 Agustus 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 

                          TTD. 

EMA SUMARNA 

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 84 

 

                                     Salinan sesuai dengan aslinya 
                                         KEPALA BAGIAN HUKUM  

                       PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 
 

 
 
 

                                             ASEP MULYANA, SH 
                                                      Pembina  

                                      NIP. 19631021 199603 1 001 
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